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Abstract 

Historically, education has played an important role in 

encouraging nationalism among Indonesian people. Nowadays, 

education, especially citizenship education plays strategic and 

important roles in preserving, improving, and transforming 

state ideology and nationalism values to young generation. In 

globalization era, citizenship education has missions as political 

education, value education, nationalism education, democratic 

education, multicultural education, and conflict resolution 

education. Citizenship education must be interpreted in 

maximal interpretation that means teaches students to critically 

and analytically solve social problems and implement state 

ideology and nationalism values. Hence, citizenship education 

is not only taught as citizenship transmission but also taught as 

reflective inquiry. To do this, citizenship education is suggested 

to integrate direct and indirect approaches in value education, 

so that students are expected to be able in internalizing state 

ideology and nationalism values as their belief. Then, several 

principles of powerful teaching learning process should also 

color Indonesia school citizenship education. 

Keywords: Nationalism, Pancasila, state ideology, 

internalization, citizenship education, values 

 

 

mailto:suryadi@gmail.com


65 
 

Jurnal Mubtadiin, Vol. 7   01 Januari -Juni 2021 

 

A. PENDAHULUAN  

 

Pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan 

mengembangkan teknologi persenjataan pun lemah, sehingga 

kalah jauh dari persenjataan milik penjajah. Pendidikan 

yang rendah, juga menyebabkan kepemimpinan perjuangan 

hanya bergantung pada kharisma seorang pemimpin, yang 

ketika ia meninggal perjuangan pun terputus karena tidak ada 

kader yang melanjutkan perjuangannya. Pendidikan yang 

rendah, menyebabkan wawasan berfikir pun menjadi 

sempit. Wawasan yang sempit menjadi penyebab para 

pejuang hanya berfikir dan berjuang untuk suku atau 

daerahnya masing- masing. Mereka belum terbuka, bahwa 

perjuangan dapat dilakukan secara bersama-sama. Rasa 

kebangsaan atau nasionalisme sampai akhir abad ke-19 masih 

belum tumbuh.  

Ketika sebagian kecil bangsa Indonesia sudah mulai 

bersentuhan dengan pendidikan moderen pada pertengahan 

abad ke-19, sedikit demi sedikit, terbuka wawasan berfikir 

bangsa Indonesia. Dari kalangan rakyat Indonesia terdidik 

yang jumlahnya masih terbatas itu rasa kebangsaan atau 

nasionalisme dan kesadaran untuk bersatu dalam perjuangan 

mulai muncul dan disebarluaskan. Pendidikan ternyata 

begitu besar pengaruhnya untuk membuka fikiran dan 

kesadaran akan rasa persatuan, rasa kebangsaan, dan rasa 

kecintaan pada tanah air. Kalangan terdidiklah yang mampu 

merintis rasa kebangsaan atau nasionalisme ini pada masa 

Kebangkitan Nasional 1908. Di awal abad ke-20, dapat 

dikatakan fase pertama tumbuhnya nasionalisme bangsa 

Indonesia. Kaum terdidik lebih menegaskan rasa nasionalisme 

itu pada Sumpah Pemuda 1928, serta semakin 

mengukuhkannya melalui Proklamasi Kemerdekaan 1945. 

Saat-saat yang sangat penting di sekitar Proklamasi 

Kemerdekaan, adalah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar 

negara bagi negara kebangsaan Republik Indonesia. Pancasila 

yang saat itu merupakan kesepakatan politik yang luhur dari 

berbagai komponen bangsa mampu mewadahi nilai-nilai 
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nasionalisme dan nilai-nilai dasar lainnya. Di era global 

sekarang ini, ketika kita sekarang sudah memasuki seratus 

tahun Kebangkitan Nasional dan enam puluh tiga tahun 

merdeka, beberapa pertanyaan pun muncul, apakah 

pendidikan masih relevan untuk menjaga perannya   dalam    

mengaktualisasikan    nilai- nilai dasar Pancasila? Apakah 

Pancasila dapat menumbuhkan, memelihara, dan 

meningkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme? Dan 

strategi apakah yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-

nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada masa sekarang 

ini? 

 

Tantangan Yang dihadapi 

Setelah enam puluh tiga tahun merdeka dan seratus 

tahun kebangkitan nasional saat ini, kita masih menghadapi 

berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya 

implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme 

pada bangsa Indonesia. 

Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum 

membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa 

Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa 

terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan 

kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat. 

Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya 

generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh 

yang sangat kuat dari nilai- nilai budaya luar, sehingga mulai 

banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-

nilai Pancasila. 

Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak 

dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di 

kalangan generasi muda (Triantoro, 2008). 

Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak 

memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan 

Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. 

Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai 

sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada 

ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi 
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yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan 

hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di 

kalangan mahasiswa di perguruan tinggi; dan 

Kelima, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan 

baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-

nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada 

generasi muda. 

 

Internalisasi Pancasila dan Nasionalisme dari Masa ke 

Masa 

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh 

the founding fathers sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai 

Pancasila tidak berarti telah serta merta terinternalisasi 

dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan, untuk beberapa lama, 

Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis 

kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam 

kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran 

Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung 

golongannya bahkan tergantung pada arus politik yang 

berkuasa. 

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah 

dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di 

tahun 1960-an, dalam kerangkan nation and character 

building. Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan 

orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi 

politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan 

yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 

1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik 

penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat 

nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra 

dipandang sebagai fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada 

bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya nation and character 

building ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada 

umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan 

formal, misalnya melalui mata pelajaran Civics. Sejarah 

mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa 
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Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu 

dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi. 

Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu 

bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan 

konsekuen, hal yang dibenahi pertama untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme 

adalah, melalui jalur pendidikan formal. Ketika Kurikulum 

persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan 

terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi 

pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, juga 

mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) 

pun masuk dalam kurkulum persekolahan sebagai mata 

pelajaran, dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang 

telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama. 

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai- nilai 

nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi 

dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana terdapat mata 

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai   

pengganti nama PKN. Dari namanya saja sudah tersirat 

bahwa mata pelajaran ini dimaksudkan untuk 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar. 

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara 

meluas kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan 

persekolahan dilakukan oleh penguasa Orde Baru dengan 

ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari 

pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila 

dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh 

seluruh warga negara. P4 juga berpengaruh pada kurikulum 

persekolahan dan perguruan tinggi. Kurikulum PMP tahun 

1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-

nilai Pancasila dan nasionalisme yang telah diuraikan di dalam 

P4. Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga 

tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi P4 melalui jalur 

pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum melainkan 

juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru. 
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Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah 

mencoba mengembangkan berbagai cara atau metode yang 

lebih baik dari sekedar indoktrinasi. Namun karena 

penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran Pancasila 

yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini 

pun oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai 

sebuah upaya indoktrinasi ala Orde Baru. Ketika memasuki 

masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya 

internalisasi nilai- nilai Pancasila dan nasionalisme. 

Kurikulum PPkn di sekolah pun mengalami perubahan baik 

dari nama maupun substansi materinya. Begitu juga 

kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan 

Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan di 

perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbau 

Orde Baru dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan 

materi-materi yang lebih sesuai dengan visi dan misi politik 

Orde Reformasi. Kurikulum PPKn dalam kurikulum 

persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-

nilai Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKn 2004 dan 2006 

yang lebih bersifat konseptual teoritis. Mata kuliah yang 

mengemban pembinaan mahasiswa untuk menjadi warga 

negara yang baik dan Pancasilais, juga mengalami pengecilan 

peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada 

sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan 

dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan 

demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal 

baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya 

internalisasi nilai- nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai 

nasionalisme, mengalami penurunan intensitas. Di luar 

lembaga pendidikan formal, seperti di lingkungan birokrasi 

dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai 

Pancasila dan nasionalisme pada masa reformasi, bahkan 

lebih tidak jelas lagi. 

 

Revitalisasi Peran PKn 

Sebagaimana telah dijelaskan   di   atas, di Indonesia, 

sejak tahun 1960 Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) 

merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang 
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pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak 

saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata 

pelajaran, selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan 

dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam 

dua undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir, 

yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 

Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau 

mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang 

pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi. 

Jika dianalisis, perkembangannya sejak tahun 1960 sampai 

dengan sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia 

sangat tergantung pada konteks politik. Pendidikan 

kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari 

pengaruh rezim politik yang memerintah. Kemauan politik 

dari pemerintah, seringkali tercermin pada tujuan dan isi 

Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan 

seringkali merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim. 

Sebagai akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan berubah 

ketika rezim politik berubah (Bunyamin, 1990; Winataputra, 

1999). 

Pada masa reformasi rekarang ini, Pendidikan 

Kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan 

reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang 

diharapkan, materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya. 

Dengan revitalisasi dan reorientasi ini, diharapkan Pendidikan 

Kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program 

indoktrinasi politik penguasa. PKn diharapkan lebih mampu 

menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, 

dan praksis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai 

pembina warganegara yang baik dan demokratis dengan 

meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang 

berkuasa. 

Jadi pada era Reformasi saat ini, ada keinginan baru untuk 

mereformasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

Indonesia agar kurang bergantung pada pengaruh politik. 
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Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang 

baru didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai 

demokratis universal dan juga nilai-nilai Indonesia asli yang 

lebih stabil dari pada perubahan politik. 

Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan 

kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala 

tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu 

memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. 

Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki 

misi sebagai berikut: 

1. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program 

pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup 

sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan 

politik (political literacy) dan kesadaran berpolitik 

(political awareness), serta kemampuan berpartisipasi 

politik (political participation) yang tinggi. 

2. PKn sebagai pendidikan nilai (value education), yang 

berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan 

tertransformasikan 

nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh 

bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga 

mendukung bagi upaya nation and character building. 

Dalam hal ini, nilai- nilai Pancasila tetap harus menjadi 

rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini. 

3. PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti 

melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan 

ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, 

sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan 

rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. 

4. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa 

program pendidikan ini diarahkan untuk membina 

siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran 

hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan 

kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap 

hukum yang tinggi. 

5. PKn sebagai pendidikan multikulural (multiculutal 
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education), yang berarti PKn diharapkan mampu 

meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan 

mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang 

multikutural. 

6. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (conflict 

resolution education), yang berarti PKn membina 

siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan 

konflik secara konstruktif. 

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, 

yang sering diterpa oleh konflik sosial, dibutuhkan 

warganegara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat 

yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi 

yang sangat kompetitif. Cogan dan Derricot (1998) 

mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu 

dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan 

mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat 

global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan 

memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam 

masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, 

dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) 

kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk 

menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 

(6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif 

untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan 

terhadap hak asasi dan mampu   untuk   mempertahankannya   

(seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) 

kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional. 

Dalam kaitannya dengan upaya membina siswa menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab, para siswa 

harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan 

masalah masyarakatnya, termasuk memecahkan masalah 

konflik antarpribadi dan antarkelompok, dalam cara- cara yang 

damai dan demokratis. Parker (1996:12) mengingatkan kita 

bahwa sebenarnya ada banyak kemungkinan bagi siswa untuk 

mengalami hidup dalam demokrasi yang nyata di lingkungan 

sekolah mereka, seperti di kelas yang heterogen, di tempat 
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bermain, di ruangan olah raga dan pada kegiatan- kegiatan 

ekstrakurikuler. Parker menyatakan bahwa; 

…within and among these settings problems of 

common living are identified and mutual 

deliberation and problem-solving activity is 

undertaken as a routine practice of school life. 

Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan 

dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat 

dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah 

konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial sehari- 

hari. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai untuk masa 

kini adalah adalah membina warganegara Indonesia yang 

baik, yakni warganegara yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa yang merdeka, 

memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki 

kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, 

mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, 

mampu berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, mampu 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara 

demokratis, menyelesaikan konflik secara damai tanpa 

kekerasan, mematuhi hukum, berdisiplin, menghargai 

lingkungan hidup, dan mampu berpartisipasi secara cerdas 

dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global. Sejalan 

dengan misi dan tujuan Pendidikan kewarganegaraan di atas, 

maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu 

memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan 

warganegara yang demokratis, yakni mengembangkan 

kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina 

tanggung jawab warganegara (civic responsibility), dan 

mendorong partisipasi warganegara (civic participation).  

 

Pendekatan dan Prinsip Pembelajaran PKn 

Pendekatan   dan   prinsip   pembelajaran PKn dalam 

tulisan ini lebih difokuskan pada bagaimana menanamkan 
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nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Internalisasi nilai 

Pancasila dan nasionalisme melalui PKn dapat dihampiri oleh 

dua perspektif teori perolehan nilai, yakni perspektif 

sosialisasi dan konstruktivisme. Teori perolehan nilai ini, 

berkaitan dengan bagaimana manusia atau seorang anak 

memperoleh suatu nilai. 

Psikoanalisa dan teori belajar sosial, menawarkan 

perspektif yang berbeda tentang bagaimana seorang anak 

menjadi   manusia yang bermoral atau memiliki nilai. 

Kedua teori ini menawarkan sebuah konsep internalisasi, 

yakni; “the adoption of pre-existing, ready-made standards 

for right actions as one’s own” (Berk, 1994). Sigmund Freud, 

seorang tokoh psikoanalisa, meyakini bahwa anak-anak 

memperoleh nilai atau moralitas mereka langsung dari orang 

tuanya, dan mereka bertindak sejalan dengan resep-resep 

moral untuk menghindari perasaan bersalah. 

Teori belajar sosial (social learning theory) menyatakan, 

bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral 

melalui pencontohan dan penguatan (reinforcement). 

Pendukung teori ini mengakui, bahwa anak-anak mulai 

berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan standar 

orang dewasa karena para orang tua dan guru menindaklanjuti 

“perilaku yang baik” dengan penguatan positif dalam bentuk 

persetujuan, kasih sayang (afeksi), dan hadiah lainnya (Berk, 

1994). Mereka meyakini bahwa anak-anak belajar untuk 

berperilaku moral secara luas melalui pencontohan (modeling), 

dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan 

perilaku yang pantas. Teori belajar sosial dan teori 

psikoanalisa merujuk, terutama pada pewarisan norma moral 

dan nilai dari masyarakat kepada anak. Orientasi internal 

mereka mencerminkan internalisasi norma dan nilai tersebut 

(Gibbs, 1991). Dengan kata lain, teori ini mendekati nilai dan 

moral dari perspektif sosialisasi. Sementara itu, teori 

perkembangan kognitif, mengkritik perspektif sosialisasi dan 

meyakini   bahwa   identifikasi   dengan   orang tua, 

pengajaran langsung, pencontohan, dan penguatan bukan 

merupakan cara utama anak- anak menjadi manusia bermoral. 

Alih-alih hanya secara sederhana menginternalisasi aturan 
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dan harapan yang telah ada, teori perkembangan kognitif 

berasumsi bahwa individu berkembang moralnya melalui 

pembentukan (konstruksi) makna moral. Hal ini berarti bahwa, 

seperti yang dikatakan Gibbs (1991:183); 

… the child with an internal orientation— and tends 

to act upon—a relatively mature understanding of 

intrinsic or underlying meaning of moral norms and 

values. 

Teori ini tampaknya menekankan peran individu dalam 

memperoleh nilai atau moral. Kedua perspektif dalam 

perolehan nilai di atas, memberikan pengaruh pada 

pendekatan dan metode pendidikan nilai yang berbeda. 

Benninga (1991) mengklasifikasikan pendekatan pendidikan 

nilai atau moral ke dalam pendekatan langsung dan tidak 

langsung. Pendidikan nilai secara langsung berarti 

menekankan nilai atau sifat-sifat karakter selama rentang 

waktu khusus atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat 

tersebut ke seluruh kurikulum. Sementara, pendidikan nilai 

tidak langsung mendorong anak atau siswa untuk menentukan 

nilai mereka sendiri dan nilai orang lain dan membantu 

mereka menentukan perspektif moral yang mendukung nilai-

nilai tersebut (Benninga, 1991). 

Jansen dan Knight (Benninga, 1991) menyatakan bahwa 

pengajaran moral secara langsung dapat berupa penyajian 

konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan bermain 

peran, atau melalui pemberian hadiah (pujian) bagi perilaku 

yang sesuai. Metode indoktrinasi dan inkulkasi dapat 

diklasifikasikan sebagai pendekatan langsung dalam 

pendidikan moral. Sementara itu, klarifikasi nilai (value 

clarification), pendidikan moral kognitif, dan inkuiri nilai, 

dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan tidak langsung 

dalam pendidikan moral. Para pendukung pendekatan 

langsung tampaknya dipengaruhi oleh tradisi konservatif 

yang menekankan peran sekolah dalam melakukan sosialisasi 

pada generasi muda dan menekankan pada pemeliharaan dan 

pewarisan nilai. Pendekatan pendidikan nilai secara langsung, 

yang didasari perspektif sosialisasi, memiliki kebaikan dan 

kelemahannya. Kebaikannya, adalah bahwa dalam pendekatan 
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langsung nilai-nilai yang dibinakan kepada para siswa 

bersifat jelas dan terarah, serta sesuai dengan standar nilai 

yang berlaku di masyarakat. Namun kelemahannya adalah 

bahwa dalam pendekatan ini peran guru yang lebih dominan 

dalam menanamkan nilai, sementara siswa kurang aktif. 

Selain itu, pendekatan ini tidak mendorong siswa untuk 

berfikir kritis dalam menerima suatu nilai. 

Dari uraian tadi, saya mengajukan beberapa pemikiran 

dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: 

Pertama, pembelajaran PKn hendaknya bermuatan nilai 

(value-based), artinya PKn mesti mengembangkan sikap, 

nilai, dan moral atau kecerdasan emosional dan kecerdasan 

moral siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan 

kecerdasan intelektual. Dengan demikian PKn perlu 

mengembangkan secara terpadu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Untuk menanamkan nilai- nilai Pancasila dan 

nasionalisme, PKn memang harus bermuatan nilai. 

Kedua, pembelajaran PKn hendaknya bermakna 

(meningful), yakni PKn mampu membelajarkan dan 

membinakan kemampuan atau kompetensi hidup yang 

bermakna kepada para siswa, bukan sekedar menyampaikan 

informasi yang artifisial atau kurang bermanfaat bagi 

kehidupan siswa. Pembelajaran bermakna mengandung arti 

bahwa kemampuan yang dimiliki siswa dapat digunakan 

secara fungsional sepanjang kehidupannya. 

Ketiga, pembelajaran PKn mesti mengundang siswa 

untuk aktif dalam belajar. Dengan demikian, pembelajaran 

PKN harus berpusat kepada siswa (student centered). 

Keaktipan siswa ini dapat diwujudkan melalui aktivitas 

membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menilai (value judgment), memecahkan 

masalah, ataupun mengambil keputusan. 

Keempat, pembelajaran PKn yang baik adalah 

pembelajaran terpadu, baik terpadu dilihat dari konsep-

konsep keilmuan, maupun terpadu dari ranah (domain) 

pendidikan yang dikembangkannya (kognitif, afektif, dan 

spikomotor). 
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Kelima, pembelajaran PKn hendaknya mampu 

mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih 

tinggi. Dengan demikian PKn bukan hanya mengajari siswa 

dengan kemampuan mengingat (recall) fakta atau konsep, 

tetapi juga sampai pada kemampuan berpikir analitis, kritis, 

kreatif, reflektif, dan evaluatif. Cara penjelasan, teknik 

bertanya dan tugas-tugas yang dirancang secara baik oleh 

guru dapat membantu mengundang kemampuan bepikir 

siswa. Pengembangan kemampuan berpikir ini juga sangat 

perlu dalam masalah penanaman nilai, di mana diharapkan 

nilai-nilai yang dibinakan dapat diterima siswa dengan penuh 

nalar. 

Keenam, pembelajaran PKN hendaknya demokratis, 

artinya dilangsungkan dalam suasana hubungan antarsiswa 

dan antara siswa dan guru yang terbuka,   kekeluargaan,   

harmonis dan manusiawi, tanpa ada tekanan fisik maupun 

psikologis. Pembelajaran PKn bukan sekedar mengajar apa 

itu konsep demokrasi, melainkan pembelajaran yang 

dilakukan secara demokratis dalam suasana yang demokratis 

pula. 

Ketujuh, pembelajaran PKn itu hendaknya 

menyenangkan (joyful) bagi siswa,   artinya siswa merasa 

senang dan tertarik dengan mata pelajaran PKn, bukan justru 

sebaliknya merasa bosan dan membenci PKn karena 

dianggap tidak menyenangkan. Oleh karena itu, learning by 

playing atau learning by doing dalam PKn perlu lebih 

dikenalkan dari pada sekedar verbalisme atau mengingat fakta 

(memorizing facts). Pembelajaran PKn hendaknya efektif dan 

efisien, artinya pengajaran yang sederhana, tidak 

complicated, tetapi mampu mencapai target kompetensi atau 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Kedelapan, pembelajaran PKn hendaknya kreatif, dalam 

arti mampu mengundang dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berkreasi di kelas. Kreativitas siswa ini 

akan berkembang jika didukung oleh guru yang kreatif 

pula. Pembelajaran PKn hendaknya dikembangkan pula 

melalui cooperative learning (belajar secara bekerja sama), 



78 
 

Jurnal Mubtadiin, Vol. 7   01 Januari -Juni 2021 

 

daripada hanya pengajaran yang mengembangkan kompetisi 

individual. Cooperative learning bukan hanya dapat membantu 

meningkatkan kemampuan akademis secara bersama-sama 

untuk semua siswa, tetapi mampu pula mengembangkan 

sikap-sikap positif, seperti sikap kerjasama, toleransi, 

menghormati perspektif orang lain, serta empati; dan 

Kedelapan, pembelajaran PKn hendaknya mampu 

mengajak siswa untuk melakukan aktivitas sosial yang riil 

(social action). Dengan demikian siswa bukan hanya belajar 

di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga dapat di luar kelas 

atau di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

sosial yang nyata yang dapat bermanfaat bagi dirinya ataupun 

bagi masyarakatnya. Hal ini perlu untuk menumbuhkan 

kemampuan siswa sebagai aktor sosial, yakni warga 

masyarakat yang memiliki kepekaan atau kepedulian sosial 

dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan 

baik. 

 

Kesimpulan 

Secara historis, pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan 

atau nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pendidikan pada 

saat ini, juga masih tetap diharapkan memainkan peran 

strategis dalam membinakan dan meningkatkan nilai-nilai 

Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. 

PKn, sebagai mata pelajaran yang memegang peranan 

penting, baik di tingkat persekolahan maupun perguruan 

tinggi dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. 

Namun, dalam masa-masa yang lalu, PKn selalu mendapat 

pengaruh yang kuat dari kepentingan politik, bahkan dapat 

dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu, 

sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering 

berubah sesuai dengan perubahan politk yang terjadi. PKn 

yang diharapkan saat ini perlu memperluas misinya bukan 

sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan 

demokrasi, pendidikan   hukum,   pendidikan   multikultural 
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dan pendidikan resolusi konflik. PKn pun perlu menggunakan 

interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti 

mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, 

kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan 

politik. Oleh karena itu, dengan interpretasi maksimal, PKn 

bukan sekadar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai 

kewarganegaraan (citizenship transmission), tetapi juga 

mestinya lebih bersifat reflective inquiry, yang berarti 

mendidik siswa untuk secara kritis mengkaji dan 

memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan 

penuh keyakinan. 

Dalam membinakan nilai-nilai Pancasila dan 

nasionalisme, PKn juga perlu menggunakan secara 

terintegrasi pendekatan pendidikan nilai secara langsung, 

yang didasari oleh perspektif sosialisasi, dan pendekatan 

pendidikan nilai secara tidak langsung, yang didasari oleh 

perspektif sosialisasi. Pembelajaran PKn pun hendaknya 

memiliki kekuatan (powerful), yakni pembelajaran PKn yang 

bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, 

menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan 

bekerja sama (cooperative learning), dan mengundang 

aktivitas sosial. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, 

secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran 

yang memiliki kekuatan seperti di atas, maka diharapkan para 

siswa dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

dan nasionalisme dengan penuh nalar dan keyakinan. 
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